KEBIJAKAN PIDANA BERSYARAT DALAM SISTEM

PEMIDANAAN DI INDONESIA
Abstraksi

Pidana Bersyarat merupakan suatu sistem pidana di dalam hukum pidana yang

berlaku di Indonesia. Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana

atau nestapa kepada pelanggar-pelanggar hukum, tetapi bertujuan pula untuk mendidik,

membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak melakukan perbuatan pidana.

Pidana Bersyarat adalah suatu sistem pidana, dimana terhadap pidana dijatuhi

pidana penjara, akan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani olehnya, apabila

dalam masa percobaan yang dilakukan suatu pelanggaran hukum atau pelanggaran

terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini yang pertama adalah

bagaimana kebijakan mengenai pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan saat ini dan

permasalahan yang ke dua adalah bagaimana kebijakan pidana bersyarat dalam sistem

pemidanaan yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatannya dilakukan dengan yuridis

empiris dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskritif analisis yang berusaha

menggambarkan obyek apa adanya, metode pengumpulan data menggunakan data

primer dan data sekunder, kemudian laporan tersebut disusun secara logis sistematis

dan analisanya dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian kebijakan pidana bersyarat dalam sistem

pemidanaan pada saat ini terdapat di dalam Pasal 14a-f KUHP dan Pasal 29 UU No. 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan pada saat yang akan datang

tercantum di dalam Pasal 77 s/d 78 Rancangan KUHP Baru Tahun 2008.

Di dalam KUHP pidana bersyarat dapat dijatuhkan tidak hanya untuk pidana

penjara, pidana kurungan, denda yang sangat berat dan bahkan juga untuk pidana

tambahan. Dalam UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pidana bersyarat

hanya untuk pidana penjara dan lamanya masa percobaan maksimum 3 (tiga) tahun

(dengan tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran). Dalam sistem Konsep

KUHP Baru 2008 pidana bersyarat mengalami perumusan baru berupa pidana

pengawasan terdapat dalam Pasal 77 s/d 78 pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila

terpidana melakukan tindak pidana dan di ancam dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) tahun tidak berlaku untuk pidana kurungan dan pidana tambahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penjatuhan pidana bersyarat

dimungkinkan mengalami perubahan di samping, jenis pidananya yang dapat diganti

dengan pidana bersyarat maupun lamanya ancaman pidana yang dirumuskan.

Perkembangan yang tampak dirubahnya perumusan pidana bersyarat menjadi pidana

pengawasan dalam Konsep KUHP Baru 2008.
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